KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
(KAK PERUBAHAN)

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025




KAK Perubahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(BMCKTR Perubahan 2025)

KERANGKA ACUAN KERJA PERUBAHAN
(KAK PERUBAHAN)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pengguna Anggaran

Dr. Erasukma Munaf, ST, MM, MT

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Rizki Mardiansyah Joniswa, ST

1.
14

Latar Belakang

Dasar Hukum

a.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Peraturan Peraturan Nomor 39 tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi di lingkungan pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Barat.
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Gambaran Umum

Subkegiatan ini mendukung untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yang mengamanatkan perlunya
Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa evaluasi
adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan
berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan
dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat
keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi
merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau
program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik
mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau

pun yang telah diselesaikan.
Fungsi evaluasi adalah:

» Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan
kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat
dicapai;

» Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang
mendasari pemilihan tujuan dan target;

» Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih
tepat, layak, efektif dan efisien;

» Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan;

* Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik; dan

* Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan,

program dan kegiatan.
Manfaat evaluasi adalah :
= Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus

mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

= Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan program

dan kegiatan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi
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lingkungan yg ada.
* Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau
salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas

implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol dan
pengendali mulai dari proses perencanaan, implementasi, output dan outcome dalam
rangka peningkatan mutu, kualitas serta akuntabilitas kegiatan pembangunan yang

ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Kegiatan
Sasaran dari sub kegiatan ini adalah optimalnya pencapaian target kinerja

masing-masing kegiatan.

Anggaran

Pelaksanaan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memerlukan
anggaran sebesar Rp.110.992.459 yang dibebankan pada APBD Dinas Bina Marga,
Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan
rincian sebagai berikut :

No. Relf(z‘r’lieng Uraian Jumiah
1. |5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.120.459
2. 15.1.02.02.04 | Belanja Jasa Kantor 2.502.000
3. |5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.370.000
Total Anggaran Rp.110.992.459
Lingkup Kegiatan

a. Persiapan dan rapat perencanaan awal kegiatan.

b. Sosialisasi Aplikasi Simbangda Base Evidance (SBE) yang dilakukan terhadap
pengelola kegiatan yaitu KPA, PPTK, dan Operator SBE di lingkup Dinas
BMCKTR.

c. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target dan
sasarannya ke lapangan secara bersama dengan pengelola kegiatan baik
kegiatan yang bersifat kontraktual maupun yang swakelola pada tahun anggaran
2025..
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d. Melakukan evaluasi secara bertahap sesuai dengan hasil pelaksanaan
monitoring lapangan dalam rapat monitoring tiap bulannya.

e. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya, dengan
menginputkan nilai progres keuangan dan mengentrikan evidence terkait
kegiatan yang diperoleh dari bidang dan UPTD melalui aplikasi Simbangda.

6. Target Kegiatan
Adapun target Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025
adalah sebagai berikut:
No Uraian Kegiatan Waktu Pelaksanaan (Bulan Ke-)
1 Persiapan Administrasi
2 | Rapat dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda Base
Evidence (SBE)
3 | Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan
4 | Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil monitoring
5 | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan
7.  Jangka Waktu Pelaksanaan
Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam
jangka waktu 12 bulan (Januari-Desember) pada Tahun Anggaran 2025.
8. Keluaran
Dari pelaksanaan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini
dihasilkan Laporan Monitong dan Evaluasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai acuan untuk

melaksanakan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Padang, Agustus 2025
Mengetahui,
Pengguna Anggaran (PA) Pejabat Pelaksana/Teknis Kegiatan (PPTK)
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Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT RIZKI MARDIANSYAH JONISWA, ST
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